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HIFNI MUHAMMAD NASIKH SE MBA TENTANG EFISIENSI ANGGARAN
Optlmahsasl APBD DIY Butuh Perangkat Daerah Inovatif dan Responsif

FORUM
DPRD DIY

LIMA
kebijakan optimalisasi atau
penghematan anggaran
oleh pemerintah pusat ber-

bulan sudah

jalan. Kebijakan ini, mau
tidak mau, mendorong se-
mua pihak untuk berpikir le-
bih efektif, baik di tingkat pe-
merintahan maupun seklor
- swasta.

Kebijakan tersebut sem-
pat memunculkan pro dan
kontra di berbagai sektor.
Kekhawatiran muncul kare-
na sejumlah kegiatan yang
bersentuhan langsung de-
ngan masyarakat, seperfi
penanggulangari kemiski-
nan, pendidikafi, dan kese-
hatan, dikhawatirkan akan
terdampak oleh optimalisasi
ini.

DPRD DIY, sebagai mitra
dari Pemda DIY, terus men-
jaga koordinasi pasca diber-
lakukannya kebijakan efisi-
ensi anggaran. Hal ini
penting karena, secara tidak

. langsung, beberapa kegia-
| tan di lingkungan DPRD DIY
juga ikutterdampak.

“Di dewan (DPRD DIY,
red} juga terdampak kebija-
kan ini." ungkap Wakil Ketua
Komisi A DPRD DIY Hifni
Muhammad Nasikh SE
MBA.

Untuk mengoptimalkan
kinerja perangkat daerah
dalam memaksimalkan
penggunaan APBD 2025,
Organisasi Perangkat Dae-
.rah (OPD) dituntut febih
efektif dalam menentukan
kegiatan yang telah direnca-
nakan, agar dapat tetap
tercapai meskipun dengan
keterbatasan anggaran.

DPRD DIY mendorong
agar penganggaran dan pe-
laksanaan program benar-

benar optimal dan tepat
sasaran. Dewan juga secara
rutin melakukan pertemuan
langsung dengan masyara-
kat untuk menyerap aspirasi,
sekaligus ‘menyampaikan
informasi terkait program-
program pemerintah.
Dengan begitu, penggu-
naan anggaran bisa benar-
benar optimal. Pemerintah,
daerah harus mengetahui -
pasti kebutuhan masyara-
kat, dan masyarakat pun
perlu memahami apa saja
yang menjadi program
pemerintah. Sinkronisasi
antara keduanya akan men-
ciptakan penggunaan ang-
garan yang tepat sasaran.
“Meskipun ada keter-
batasan anggaran, ‘bebe-
rapa program yang memang
penting tetap bisa dilakukan,
dan tetap sesuai dengan apa
yang dibutyhkan masyara-
kat. Jadi, anggaran yang

dikeluarkan benar-benar

sesuai aspirasi,”jelas Hifni.

Sebagal mitra pemerin-

tah daerah, DPRD DIY
melalui Komisi A terus
menjalin kormunikasi dengan
perangkat dan rakyat. Da-
lam menjalankan fungsinya,
DPRD DIY secara rutin
melakukan pengawasan,
salah satunya melalui rapat
koordinasi dengan OPD
terkait. Evaluasi bersama
mitra juga dilakukan, terfna-
suk hingga ke tingkat
kelurahan atau kalurahan.
Pertemuan rutin dengan
warga juga menjadi bagian
dari proses pengawasan.

Bahkan, saat melakukan
sosialisasi produk hukum
seperti Peraturan Daerah
(Perda), DPRD DIY selalu
menyerap aspirasi masya-
rakat. Hal ini dilakukan agar
program pemerintah yang
disosialisasikan sesuai
dengan kebutuhan masya-
rakat di lapangan.

DPRD DIY sendiri telah
mengesahkan besaran
APBD DIY 2025 sebesar Rp

Wakil Ketua Komisi A DPRD

5.6 triliun. Hifni mene-
gaskan bahwa kegiatan
yang bersentuhan langsung
dengan masyarakat akan
tetap berjalan, seperti upaya
penangguiangan kemiski-
nan dan pemberdayaan
masyarakat, termasuk mela-
lui penguatan UMKM yang
selama ini menjadi salah
satu pilar perekonomian DIY.
Ketika disinggung me-
ngenai sektor-sektor yang
harus menjadi prioritas
penyelamatan, politisi PKB
ini_menegaskan bahwa
kebutuhan dasar masyara-
kat harus tetap diutamakan.
Salah satunya adalah pendi-
dikan, yang mendapatkan
alckasi sebesar 50 persen
dari total APBD 2025. Sektor
lain yang tidak boleh dia-
baikan adalah kesehatan.
Dukungan besar terha-
dap sektor pendidikan diakui
Hifni sebagai upaya mening-
katkan kualitas sumber daya
manusia. Menurutnya,
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yang memadal akan
berdampak pada peningka-
tan kualitas bangsa di masa
depan.

"Tidak hanya pendidikan,
kesehatan juga tetap
menjadi prioritas, Khususnya
upaya penanggulangan
stunting. Gizi anak usia
batita dan balita menjadi
bagian dari program
priontas, tidak hanya didanai
melalui APED, tetapi juga
melalui Dana Keistimewaan
(Danais). Jika gizi anak
sejak usia dini sudah
terpenuhi, maka fisik mereka
akan kuat untuk menjawab
tantangan masa depan,”
terangnya.

Dalam kesempatan ter-
sebut, Hifni juga menying-
gung pentingnya koorcinasi
antara DPRD DIY dengan
OPD yang berkaitan dengan
pendanaan, seperti Badan
Pengelola - Keuangan dan
Aset (BPKA) DIY, terutama
dalam merespons cepat
sefiap instruksi efisiensi ang-
garan.

Meski tahun 2025 baru

Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY Hifni Muhammad Nasikh SE MBA.

pembangunan SDM adalah
bagian dar cita<ita besar
bangsa, dan pendidikan

berjalan lima bulan, dan
kebijakan optimalisasi ang-

garan masih berlangsung, /

DPRD DIY tetap aktif”
melakukan koordinasi dan

Komposisi Pendapatan Daerah DIY 2025
il Pantian v
yang
= ‘ Transfer
°"'K"‘ 8.7 %

. Benkut adalzh skema ringkas APBD DIY Tahun
Anggaran 2025 calam bentuk dua diagram pre:
1. Pendapatan Daerah DIY 2025 (Total Rp5,41 Triliun)
- Perdapatan Asli Daerzh {PAD): Rpt 68 Trbun

[sekitar 31,1%)

evaluasi bersama OPD
Salah satunya melalul forum
rapat panitia xhusus (pan-
sus). untuk memastikan
bahwa kegiatan pemerintah
daerah berjalan sesual
kebutuhan masyarakat.

Sejumiah pihak menye-
but bahwa inovasi dibutuh-
kan dalam menyikap!
kebijakan ini, dan Hifni pun
sependapat, Salah satunya
adalah dengan memaksi-
malkan pemanfaatan tekno-
lagi, Menurutnya, ini meru-
pakan tantangan yang harus
dijawab oleh seluruh
perangkat di lingkungan
Pemda DIY.

"Kita memang dituntut
unluk mampu berinovasi
dalam berbagai hal. Inovasi
bukan lagi hambatan, mela-
inkan tantangan untuk
mengubah pola pikir, Bagai-
mana bisa bekerja secara
maksimal, tapi dengan biaya
yang rendah. Salah satunya
melalul digitalisasi. Itu sudah
tidak bisa dinindari,” ujarnya.

Meskipun pemanfaatan
Xeknologi memiliki kelebihan
dan  kekurangan, menurut
Hifni, yang terpenting adalah

- Perdapatan Transfer; Rp3,72 Trifiun {seilar 68.7%)
- Lain-lain Pencapatan yang Sah (Hibah) :

Rp?.8 Miliar (kurang dan 1%)

2. Belanja Daerah DIY 2025 (Total Rp5,62 Triliun)

« Belanja Operasi: Rp3.89 Trtiun (sekitar 69,2%)
- Belanja Modal: RpB3g,53 Miliae {sekitar 12,4%)

- Belanja Tidak Terduga: Rot13 Miklar {sekitar 0.3%)
- Belanja Transfer: Rp1,01 Triliun (sekitar 18,1%)

mengambil sisi positifnya.
Salah satunya adalah men-
ciptakan pelayanan yang
cepat. mudah, dan murah.

"Saya yakin ini bisa men-
dukung efisiensi,” tegasnya.

Perkembangan teknologi
saat il memang menjadi
tantangan dan sekaligus
pemicu bagi OPD untuk
bersikap proaktif dalam
mencari solusi yang dibu-
tuhkan masyarakal. Peruba-
han yang diharapkan adalah
agar kegiatan pemerintahan
tidak stagnan atau moncton,
tidak sekadar "ngono-ngono
wae”,

Menutup perbincangan
dengan Kedaulatan Rakyat,
Hifni menekankan bahwa
inovasi harus menjadi
pemantik untuk mamak-
simalkan seluruh potensi
yang dimiliki daarah. Hara-
pannya, program-program
yang telah disusun oleh
Pemda DIY dapat berjalan
maksimal. Digitalisasi juga
bisa menjadi solusi dalam
memparkuat pelayanan
publik seria pengawasan
yang transparan dan
akuntabel. (Awh/Fxh)-d

3, SURPLUS | (DEFISIT)
Dafis? Anggaran: Ro (211.853.540.608)
(Seligh Pencapalan - Belan@ =
Rp 5.407.918 524 £76-Rp 5.619.772.065.484)

Sumber:

Keputusan Bersama Gubernur DIY
dan DPRD DIY dalam Perseluuan

RAPBD DIY 2028, Dikutip dari
Pamda DIY {jogjagrov.go.id)
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